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MOTTO

“If there is no worse place than hell on earth, then without any mercy, let me
descend into hell because my life is as it should be and it must be shine brightly
than others”

(Wang Zi Ying Author of Circle)
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RINGKASAN

Sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk alternatif pembiayaan yang
dapat digunakan oleh perusahaan guna mengatasi kesulitan permodalan yang
sedang dialaminya, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Dalam
pelaksanaan perjanjian leasing apabila perusahaan yang memerlukan barang
modal (lessee) melakukan penunggakan pembayaran angsuran atas barang modal
yang merupakan hak dari lembaga leasing (lessor) maka dapat dikatakan jika
perusahaan penerima barang modal (lessee) tersebut telah melakukan wanprestasi.
Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus pada putusan Pengadilan Negeri
Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk, yang merupakan kasus wanprestasi
perjanjian leasing yang dilakukan oleh pihak lessee sehingga lessor mengajukan
gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya. Rumusan masalah dalam
penulisan skripsi ini ada 3 (tiga) hal yang perlu dikaji, yakni: pertama, apa kriteria
lessee yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing?. Kedua, apa upaya
yang dapat dilakukan lessor apabila terjadi wanprestasi?. Dan yang ketiga, apa
pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk telah sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR. Tujuan umum yang hendak dicapai
dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu
tugas dan persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk meraih gelar Sarjana
Hukum. Tujuan khusus dalam skripsi ini yang pertama, untuk mengetahui dan
memahami tentang Kriteria lessee yang wanprestasi dalam perjanjian leasing.
Kedua, untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang dapat dilakukan
lessor apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian leasing. Dan yang ketiga,
untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada
putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk apakah telah sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 125 HIR. Metode penelitian dalam skripsi ini yang meliputi tipe
penelitian yuridis normatif (legal research), dengan pendekatan masalah yang
berupa pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum,
sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif
normatif.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini adalah: Pertama, pengertian perjanjian,
syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian. Kedua, pengertian leasing,
macam-macam leasing dan pihak-pihak dalam perjanjian leasing. Ketiga,
pengertian wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Hasil penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah: Pertama, kriteria
wanprestasi didalam perjanjian leasing terbagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni
kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria khusus wanpretasi dalam perjanjian
leasing dibagi menjadi: Lessee yang sengaja melakukan penundaan pembayaran
sewa atas barang modal tetapi masih tetap mempergunakan barang modal, tidak
melakukan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana yang
telah disepakati dalam perjanjian leasing, tidak mampu membayar sewa atas
barang modal yang sudah jatuh tempo, pihak lessee menyewakan barang modal
kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lessor terlebih dahulu dan pihak

Xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

lessee mengalihkan, menjual atau bahkan menjadikan barang modal tersebut
sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan pihak lessor. Kedua, upaya yang
dapat dilakukan lessor apabila terjadi wanprestasi oleh lessee dalam perjanjian
leasing adalah dengan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu yang
meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila sengketa
tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, maka satu-satunya jalan untuk
menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur litigasi atau Pengadilan. Ketiga,
pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara
wanprestasi perjanjian leasing Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.PIk telah sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalam Pasal 125 HIR. Dalam hal ini Majelis Hakim telah
memenuhi syarat-syarat dapat diputuskannya suatu perkara dengan putusan
verstek.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, Bentuk wanprestasi yang
dilakukan oleh lessee dalam perjanjian wanprestasi sewa guna usaha (leasing)
antara PT. Adira Dinamika Multifinance Thk dengan PT. Energi Ground
Kalimantan adalah karena PT. Energi Ground Kalimantan selaku pihak lessee
tidak memenuhi prestasinya sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati
bersama yaitu dengan macetnya pembayaran angsuran, tetapi masih tetap
mempergunakan barang modal. Kedua, Upaya yang dilakukan lessor terhadap
lessee yang wanprestasi adalah pihak lessor melakukan teguran, peringatan dan
membuat surat peringatan. Kemudian apabila pihak lessee tetap tidak merespon
I’tikad baik dari pihak lessor untuk berdamai maka lessor dapat mengajukan
gugatan ke pengadilan. Ketiga, Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk adalah bahwa atas
gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun
selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadiri
persidangan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 125 HIR. Saran
yang dapat diberikan penulis adalah yang Pertama, hendaknya para pihak yang
berkaitan dan berkepentingan dalam perjanjian leasing melaksanakan isi
perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, hendaknya dalam
membuat suatu perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai I’tikad baik
sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan
nasional yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan dan mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan nilai yang terkandung
dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan merata baik pada
pemerintahan dan masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum tentunya
memerlukan dana atau modal yang cukup besar terutama untuk meningkatkan
kelangsungan produksi. Seiring dengan meningkatnya pembangunan maka untuk
memenuhi kebutuhan terhadap pendanaan yang mana sebagian besar dana akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga
pembiayaan yang salah satunya adalah sewa guna usaha (leasing) yang juga
membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi khususnya pada para
pengusaha yang sedang membutuhkan suntikan modal.*

Sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk alternatif pembiayaan yang
dapat digunakan oleh perusahaan guna mengatasi kesulitan permodalan yang
sedang dialaminya, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Melalui
kegiatan sewa usaha para pengusaha tersebut akan dapat dengan cepat mengatasi
masalah permodalan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-
barang modal yang mereka butuhkan untuk kelangsungan usahanya. Dengan
persyaratan yang tidak memberatkan para pengusaha dan sistem pembiayaan yang
cukup fleksibel dan mudah serta perhitungan pajak untuk sewa guna usaha yang
lebih meringankan mengakibatkan para pengusaha lebih menyukainya.

Sewa guna usaha (leasing) merupakan pranata hukum yang “banci”’.
Dikatakan demikian karena disatu pihak dia mirip dengan sewa menyewa, tetapi
dilain pihak leasing juga mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam jual

beli. Bahkan unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam pun juga ada dalam

! Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (http://www.Hukumonline), di akses pada
tanggal 22 September 2018 pukul 14.12 WIB
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leasing ini. Oleh karena itu, beberapa segi realisasi leasing dalam prakteknya
dilapangan masih terkesan “banci” dan ragu-ragu serta dalam beberapa
penerapannya cenderung tidak tegas.?

Secara umum sewa guna usaha (Leasing) merupakan suatu Equipment
Funding yang berarti bahwa suatu kegiatan pembiayaannya dilakukan dalam
bentuk pemberian peralatan atau yang biasa disebut sebagai barang modal pada
perusahaan untuk selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan tersebut untuk
melakukan proses produksi atau untuk menunjang keberlangsungan usahanya.
Berdasarkan The Equipment Leasing Association di London , Inggris sebagaimana
disitir oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan definisi
leasing sebagai berikut:®

“Sewa guna usaha (Leasing) merupakan suatu perjanjian (kontrak)
antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal
tertentu yang telah dipilih atau ditentukan oleh lessee, dimana hak
kepemilikan atas barang modal tersebut tetap ada pada lessor. Adapun
lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan
pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu waktu
tertentu”

Keberadaan dan aktivitas serta kegiatan sewa guna usaha ini tidak hanya
dilakukan berdasarkan kehendak para pihak saja yakni antara lessor dengan lessee
yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing) tetapi
juga telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat
publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat
bahwa sewa guna usaha sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang
didasarkan pada berbagai macam aturan hukum, peraturan perundang-undangan
dan perjanjian. Dimana perjanjian dianggap sebagai suatu sumber hukum yang
utama dalam sewa guna usaha dilihat dari segi perdata sedangkan aturan hukum
dan peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dilihat dari

segi publik.*

2 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1995), him. 5

% Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 47.

# 1bid, him. 49
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Pranata hukum yang disebut leasing ini berkembang pesat dan sangat cepat
dikalangan para pengusaha. Hal itu tidak terlalu mengherankan karena sebenarnya
leasing memang diperuntukkan bagi segenap lapisan perusahaan dalam tingkatan
apapun dan dimanapun, baik perusahaan menengah maupun perusahaan besar.
Untuk leasing barang modal untuk perusahaan menengah kebawah dikenal
dengan nama Vendor Lease Program. Maksudnya, perusahaan menengah
kebawah yang memerlukan modal tersebut misalnya keperluan kendaraan niaga,
mesin percetakan dan sebagainya yang dapat mendukung peningkatan usahanya.
Kemudian selanjutnya barang-barang tersebut akan disediakan oleh Vendor in
casu pihak supplier lewat pendanaan leasing.®

Hubungan yang terjadi antara lembaga pembiayaan leasing dengan
perusahaan yang memerlukan barang modal adalah hubungan kontraktual yang
dalam hal ini adalah penjanjian leasing. Dimana dalam sistem perjanjian leasing
ini perusahaan leasing akan memberikan pembiayaan berupa pembiayaan atau
barang modal untuk digunakan oleh perusahaan yang memerlukan barang modal
tersebut sedangkan perusahaan yang memerlukan barang modal tersebut akan
menerima fasilitas berupa barang modal tertentu yang telah disepakati dalam
perjanjian dengan kewajiban membayar angsuran atas barang modal tersebut
kepada perusahaan leasing setiap bulannya.

Dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah
diperjanjikan dalam perjanjian maka dapat dikatakan jika debitur tersebut telah
melakukan wanprestasi atau dapat pula dikatakan sebagai lalai, alpa, ingkar janji
atau cidera janji. Wanprestasi atau cidera janji juga dapat berupa keadaan dimana
salah satu dari kedua belah pihak tidak melakukan atau melaksanakan sesuatu
sesuai dengan kehendak pihak yang lain sesuai yang diperjanjikan.® Demikian
pula dalam pelaksanaan perjanjian leasing apabila perusahaan yang memerlukan
barang modal (lessee) melakukan penunggakan pembayaran angsuran atas barang
modal yang merupakan hak dari lembaga leasing (lessor) maka dapat dikatakan

jika perusahaan penerima barang modal (lessee) tersebut telah melakukan

> Munir Fuady, Op.Cit, him. 7
& Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), him. 17
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wanprestasi. Perbuatan wanprestasi tersebut tentunya akan menimbulkan akibat
hukum berupa kerugian bagi pihak perusahaan sewa guna usaha (lessor) yang
tidak sedikit. Bahkan dari beberapa kasus yang sering terjadi dilapangan, seorang
lessee yang melakukan wanprestasi sengaja menunggu untuk digugat di
persidangan oleh pihak lessor. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena selama
perkara di proses di persidangan lessee akan dapat tetap menggunakan barang
modal tanpa melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang di perjanjikan
dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing).

Kasus yang terjadi antara PT. Energi Ground Kalimantan dengan PT. Adira
Dinamika Multifinance Thk pada tahun 2013, PT. Energi Ground Kalimantan
melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan PT. Adira Dinamika Multifinance
Tbk dengan objek perjanjian berupa barang modal 1 (satu) Unit Mobil Truk
Tangki Merek Mitsubishi FE 74 HD dengan Nomor Polisi KH 8514 AM dengan
Nilai Pembiayaan Rp 382.559.914,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima
Ratus Lima Puluh sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)
dengan besarnya angsuran Sewa per Bulan Rp 7.970.000,- (Tujuh Juta Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya selama 48
bulan, dimana angsuran pertama dimulai dari tanggal 12 Oktober 2013. PT.
Energi Ground Kalimantan telah sanggup membayar sebanyak 17 kali angsuran
dari 48 angsuran yang diperjanjikan, namun untuk angsuran selanjutnya terhitung
bulan Maret 2015, PT. Energi Ground Kalimantan sudah berhenti membayar
kewajibannya setiap bulan, sedangkan Unit Mobil Tangky tidak diserahkan
kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, dimana Unit Mobil Tangki yang
merupakan barang modal tersebut tetap di operasionalkan PT. Energi Ground
Kalimantan untuk jasa pengangkutan CPO sampai gugatannya diajukan
kepersidangan. Karena perbuatan PT. Energi Ground Kalimantan tersebut sudah
jelas cidera janji dan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sudah berulang kali

menegur, mengingatkan , membuat surat peringatan lisan maupun tulisan tetapi
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semua upaya-upaya damai dari PT. Adira Dinamika Multifinance Thk selalu
diabaikan PT. Energi Ground Kalimantan.’

Berdasarkan paparan permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka
penulis memilih judul : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN LESSEE DALAM PERJANJIAN LEASING (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR
50/Pdt.G/2018/PN-PIk).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan
pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa kriteria lessee yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan lessor apabila terjadi wanprestasi oleh
lessee?
3. Apa pertimbangan hukum hakim PN Palangkaraya dalam putusan perkara
Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
125 HIR?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:
1.3.1 Tujuan Umum

1.  Memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi IImu Hukum
pada Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan menerapkan
pengetahuan tentang ilmu yang telah didapatkan selama menempuh
perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember kepada
masyarakat.

3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran
yang berguna dan bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

7 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.3.2 Tujuan Khusus
Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis dari penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kriteria lessee yang wanprestasi
dalam perjanjian leasing.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang dapat dilakukan
lessor apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian leasing.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim PN Palangkaraya
dalam putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-Plk apakah telah sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum yuridis normatif (legal research) atau yang juga bisa disebut sebagai
penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif (legal research) merupakan suatu
penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-
norma serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode
penelitian yuridis normatif mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat
formal yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi
pokok permasalahan.®
1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini terdapat beberapa pendekatan
penelitian. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari
berbagai aspek seperti aspek teori, aspek filosofi, aspek perbandingan, aspek
struktur/komposisi, aspek konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal,
formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Pendekatan-pendekatan
yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan

& Ibid, him 194
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pendekatan konseptual (conceptual approach).® Didalam penulisan skripsi ini
pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang-
undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

Peter Marzuki menyatakan, Pendekatan Undang-undang (statute approach)
merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Pendekatan Undang-undang (statute approach) dalam suatu penelitian
hukum normatif memiliki banyak kegunaan baik itu kegunaan secara praktis
maupun kegunaan secara akademis.°

Sedangkan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan suatu
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
juga merupakan suatu penelitian yang menemukan ide-ide yang akan melahirkan
pengertian-pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan
isu hukum yang sedang dihadapi.**
1.4.3 Bahan Hukum

Untuk dapat memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya maka diperlukan suatu bahan hukum.
Bahan hukum merupakan bahan terpenting dalam suatu penelitian hukum dimana
tanpa adanya bahan hukum maka suatu penelitian hukum tidak mungkin dapat
ditemukan jawabannya. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.*?
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritif artinya
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer juga merupakan suatu bahan hukum

yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

® Ibid, hlm 83

10 |pid.

1 Ipid.

12 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him 48
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perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim.*3

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi
ini meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. H.1.R (Herzien Inlandsch Reglement).

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang

Kegiatan Sewa Guna Usaha.

5. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN-PIk.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi
hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga terdapat kamus-kamus
hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.* Bahan hukum
sekunder yang utama adalah buku teks, dimana buku teks berisi mengenai prinsip-
prinsip dasar mengenai ilmu hukum dan didalamnya terdapat pandangan-
pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.*®
1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian hukum maka seorang peneliti hukum
dapat juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Di
dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis, bahan non hukum dapat
sangat membantu, dimana penggunaan bahan non hukum ini hanya bersifat
sebagai memperkuat argumentansi si peneliti mengenai isu hukum yang
diketengahkan. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-
laporan penelitian non hukum dan juga jurnal-jurnal non hukum sepanjang

relevan dengan topik penelitian.®

13 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him 141
14 Ibid, hlm 155

5 Ibid.

16 Ibid, hlm 143
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dalam perjanjian
wanprestasi sewa guna usaha (leasing) antara PT. Adira Dinamika
Multifinance Tbk dengan PT. Energi Ground Kalimantan adalah karena PT.
Energi Ground Kalimantan selaku pihak lessee tidak memenuhi prestasinya
sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu dengan
macetnya pembayaran angsuran atas barang modal berupa 1 (unit) truk
tangki Mitsubishi FE 74 HD Nomor Polisi KH 8514 AM pada angsuran ke-
18 (delapan belas) sebesar Rp. 7.970.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu
Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tetapi PT. Energi Ground Kalimantan selaku
pihak lessee masih tetap mempergunakan barang modal yang merupakan
objek perjanjian leasing untuk kegiatan pengangkutan Minyak Palm Sawit
atau lebih dikenal dengan CPO (Crude Palm Qil).

2. Upaya yang dilakukan lessor terhadap lessee yang wanprestasi adalah pihak
lessor melakukan teguran, peringatan dan membuat surat peringatan. dalam
suatu perjanjian, apabila seorang debitur baru dapat disebut wanprestasi
apabila ia sudah dipanggil dan diperingatkan sebanyak 3x (tiga kali) tetapi
tetap merespon. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan jika setiap perbuatan
hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka mewajibkan
orang Yyang karena salahnya menimbulkan Kkerugian tersebut untuk
melakukan pergantian kerugian. Kemudian apabila pihak lessee tetap tidak
merespon I’tikad baik dari pihak lessor untuk berdamai maka lessor dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga perkara akan diselesaikan
melalui jalur litigasi.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Palangkaraya Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Plk adalah bahwa atas gugatan
Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun
selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

menyuruh orang lain atau wakilnya/kuasanya yang untuk menghadiri

58
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4.2

59

persidangan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan
verstek. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 125
HIR yang menyatakan jika pihak tergugat tidak datang pada hari perkaranya
diperiksa dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya
meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, maka gugatan
tersebut diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali jika Pengadilan
Negeri menyatakan jika gugatan pendakwaan tersebut melawan hukum atau
tidak beralasan.

Saran

. Hendaknya para pihak yang berkaitan dan berkepentingana dalam perjanjian

leasing melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian
yang telah diperjanjikan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak
sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan menimbulkan kerugian disalah satu
pihak. Selain itu, pemahaman atas isi perjanjian yang telah disepakati juga
perlu dilakukan dengan membaca ulang isi perjanjian yang telah disepakati
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada sengketa

dikemudian hari.

. Hendaknya dalam membuat suatu perjanjian kedua belah pihak harus

mempunyai [’tikad baik sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak. Yang dalam hal ini berarti apabila pihak lessee
melakukan wanprestasi perjanjian leasing maka pihaknya harus

bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lessor.
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